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BANYUWANGI - Polresta Banyuwangi berhasil mengungkap kasus mafia tanah
yang merugikan korban hingga Rp 17,7 miliar. Dua tersangka, P (54) dan PDR
(34), diringkus atas aksinya memalsukan surat kuasa dan tanda tangan untuk
memisahkan sertifikat tanah milik korban berinisial AKA.

Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono saat konfrensi pers di Mapolda Jatim



Modusnya terbilang rapi. Pada Januari 2023, P mengajukan permohonan
pemisahan sertifikat di Kantor Pertanahan Banyuwangi dengan menggunakan
surat kuasa dan tanda tangan palsu. Akibatnya, terbit 29 SHM atas nama
tersangka dan negara dirugikan senilai Rp 506 juta dari Bea Perolehan Hak Atas
Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan PPH.

"Ulah para tersangka ini tidak hanya merugikan korban secara finansial, tapi juga
merusak data di kantor pertanahan dan fasum di lapangan," ungkap Menteri
ATR/Kepala BPN, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) saat konferensi pers di
Polda Jatim, Sabtu (16/3/2024).



Kedua tersangka kini dijerat pasal 263 ayat (1) dan (2) KUHP tentang
penggunaan surat palsu dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara.

Pengungkapan kasus ini merupakan bukti komitmen Polresta Banyuwangi dalam
memberantas mafia tanah. AHY mengapresiasi kinerja Polresta Banyuwangi dan
menegaskan bahwa pemberantasan mafia tanah akan terus dilakukan untuk
melindungi hak rakyat atas tanah dan bangunan.

"Mafia tanah adalah perampokan dan merugikan negara. Kami berkomitmen
untuk memimpin langsung pemberantasan mafia tanah ini," tegas AHY. (***)


